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ABSTRAK 
 
Soelistiawan Adhie Yoga 5116500184. “Perlindungan Konsumen 
Terhadap   Gangguan Jaringan Internet Biznet Di Kabupaten Pemalang”. 
Latar belakang yang dimiliki oleh penulis dalam penelitiannya ini ialah 
dimana semakin berkembangnya teknologi informasi dalam layanan 
penggunaan BIZNET yang semestinya memperoleh hak untuk menerima 
harga pembayaran jasa internet dari konsumen dan sebagai pengguna jasa 
internet, konsumen juga seharusnya mendapatkan haknya. Kenyataannya, 
masih banyak pihak konsumen yang tidak terpenuhi haknya, salah satunya 
apabila terjadinya gangguan jaringan internet. Hal ini tentu saja 
mengganggu aktivitas konsumen yang menggunakan BIZNET, sehingga 
dapat menghambat aktivitasnya yang selama ini bergantung pada jaringan 
internet. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji perlindungan hukum 
terhadap konsumen Internet Biznet Apabila terjadi gangguan jaringan 
dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen. (2) Untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha 
apabila terjadi gangguan jaringan pada layanan BIZNET. Jenis penelitian 
dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dengan mneggunakan 
pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara serta studi keperpustakaan dan analisis yang digunakan 
adalah analisis kualitatif. 
Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan 
bahwa Bentuk tanggung jawab dari perusahaan Biznet terhadap kerugian 
konsumen muncul karena tidak terjalankan kewajiban dari pelaku usaha 
yaitu memelihara jaringan akses agar berfungsi dengan baik, akibat dari 
tidak berfungsinya jaringan akses dengan baik pelanggan mengalami 
kerugian, terlebih lagi pelanggan yang mempunyai suatu usaha. Kesalahan 
yang menimbulkan kerugian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik 
konsumen sebagai pelanggan maupun oleh Biznet sebagai pelaku usaha. 
Namun, dalam pembahasan ini akan difokuskan pada kesalahan yang 
diakibatkan oleh Biznet. 
Kata Kunci: Hukum Perjanjian, UU ITE, dan Perlindungan 
konsumen. 
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ABSTRACT 
 
  Soelistiawan Adhie Yoga 5116500184. "Consumer Protection 
Against Biznet Internet Network Disorders in Pemalang District".  
The background that is owned by the author in this research is where the 
development of information technology in the use of BIZNET services that 
should have the right to receive prices for payment for internet services 
from consumers and as users of internet services, consumers should also 
get their rights. In fact, there are still many consumers who have not 
fulfilled their rights, one of which is if the internet network is disrupted. 
This of course disrupts the activities of consumers who use BIZNET, so 
that it can inhibit their activities that have been dependent on the internet 
network. 
  This study aims: (1) To examine the legal protection of Biznet 
Internet consumers. In the event of a network outage related to Law No. 8 
of 1999 concerning consumer protection. (2) To review the responsibilities 
of business actors in the event of a network outage in the BIZNET service. 
This type of research in this thesis is a qualitative research, using a 
normative juridical approach. Data collection techniques used were 
interviews and library research and analysis used was qualitative analysis. 
  The results obtained in this study indicate that the form of 
responsibility of Biznet companies for consumer losses arises because the 
obligations of business actors are not carried out, namely maintaining the 
access network to function properly, as a result of the malfunctioning of 
the access network properly the customer experiences a loss, especially 
the customer who has a business. Mistakes that cause losses can be made 
by both parties, both consumers as customers and by Biznet as a business 
actor. However, this discussion will focus on errors caused by Biznet. 
 
 Keywords: Agreement Law, ITE Law, and Consumer Protection. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perlindungan konsumen pada saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan 
UUPK). Pada Pasal 1 ayat (1) UUPK menjelaskan bahwa perlindungan konsumen 
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen. Sementara pengertian konsumen menurut Pasal 2 
ayat (2) UUPK, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.  
Hukum Perlindungan Konsumen memiliki tujuan untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen di Indonesia, serta untuk mengangkat harkat 
hidup dan martabat konsumen, yaitu dengan cara menghindarkan dari hal negatif 
pemakaian barang dan/atau jasa.
1
  Hukum perlindungan konsumen pada saat ini 
sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang semakin maju baik 
dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Konsumen memiliki peran 
penting dalam kegiatan transaksi di bidang ekonomi namun hak-hak nya sering 
diabaikan oleh sebagian pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan transaksi 
                                                          
1
Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.48. 
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maupun kegiatan ekonomi., maka diperlukan perlindungan terhadap hak-hak 
konsumen tersebut. 
Aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat semakin meningkat dan telah 
memasuki suatu masyarakat yang mengarah pada informasi. Sistem informasi dan 
teknologi telah digunakan pada banyak sektor dalam kehidupan mulai dari 
perdagangan atau bisnis (electronic commerce atau e-commerce), pendidikan 
(electronic education), kesehatan (tele-medicine), transportasi, industri, 
pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan.  
Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin 
pesat dari waktu ke waktu, aspek komunikasi dan informasi menjadi pendukung 
utama dalam melakukan kegiatan di dalam kehidupan sesuai dengan kebutuhan. 
Kemajuan teknologi informasi memberi kemudahan kepada masyarakat untuk 
dapat mengetahui segala informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Salah satu 
bukti bahwa telah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dengan 
pesat yaitu dengan adanya Internet.  
Internet merupakan kepanjangan dari Interconnection networking. Internet 
adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik, yang 
saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket 
(packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di 
seluruh dunia. Berkembangnya internet dengan sangat pesat memiliki pengaruh 
yang besar bagi pihak-pihak yang memanfaatkan internet dalam berbagai kegiatan 
seperti kegiatan tukar menukar data, melakukan promosi, transaksi online, 
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dansebagainya, tidak dapat dipungkiri bahwa internet sangat berguna dalam 
berbagai kegiatan mulai dari bidang hiburan hingga dapat membantu dalam 
bidang pendidikan.  
Kebutuhan manusia yang sangat tinggi dalam berkomunikasi dan 
berinteraksi dengan mudah antara satu sama lain menjadi pendorong munculnya 
berbagai operator penyedia layanan jasa telekomunikasi dan informasi layanan 
data. Salah satunya adalah Biznet yang bergerak di bidang jasa layanan internet.  
Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk 
dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian dalam 
penerapanya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam 
menjalankan perjanjian tersebut apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 
8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku adalah suatu 
perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku, Perjanjian baku seringkali 
digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara 
cepat dan praktis. Pada perjanjian baku, konsumen dalam hal ini, hanya 
mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak yang di tawarkan kepada 
konsumen. Praktik perjanjian baku sering dibuat dalam kondisi yang tidak 
seimbang. Pelaku usaha memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam ketentuan 
perjanjian baku, biasanya perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah satu 
pihak yaitu pelaku usaha. 
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk 
melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual 
diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada 
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konsumen.UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan KonsumenRepublik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen 
diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan atau jasa hak untuk memilih barang dan atau jasa serta 
mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi 
serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar 
dan jujur serta tidak diskriminatif hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi 
dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya. 
Pelaksanaan suatu layanan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagai pihak 
penyedia jasa, BIZNET sudah semestinya memperoleh hak untuk menerima harga 
pembayaran jasa internet dari konsumen dan sebagai pengguna jasa internet, 
konsumen juga seharusnya mendapatkan haknya. Kenyataannya, masih banyak 
pihak konsumen yang tidak terpenuhi haknya, salah satunya apabila terjadinya 
gangguan jaringan internet. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas konsumen 
yang menggunakan BIZNET, sehingga dapat menghambat aktivitasnya yang 
selama ini bergantung pada jaringan internet. 
Seperti pada konsumen layanan BIZNET yang mengeluh akan terjadinya 
gangguan jaringan  mereka membayar pembayaran dengan tepat waktu dan 
dengan jumlah yang sesuai tetapi ketika terjadi gangguan selama 3 hari pihak 
BIZNET tidak ada keringanan pembayaran, padahal orang tersebut menggunakan 
layanan BIZNET untuk diperjualkan kembali dengan cara menjual kupon WIFI 
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dan secara otomatis orang tersebut merasakan kerugian dalam 3 hari gangguan 
jaringan tersebut.  
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan sebuah 
penelitian berjudul,”Perlindungan Konsumen Terhadap Gangguan Jaringan 
Internet Biznet di Kabupaten Pemalang”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah 
dalam penulisan skripsi ini adalah: 
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen Internet Biznet 
Apabila terjadi gangguan jaringan dihubungkan dengan Undang-undang 
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?  
2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan biznet apabila terjadi gangguan 
jaringan pada layanan BIZNET? 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui 
keseluruhandari masalah yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu: 
1. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen Internet Biznet 
Apabila terjadi gangguan jaringan dihubungkan dengan Undang-undang 
Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 
2. Untuk mengkaji tanggung jawab perusahan biznet apabila terjadi gangguan 
jaringan pada layanan BIZNET. 
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D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis  
   Hasil penelitian ini, secara teoritis dapat bermanfaat untuk 
menambah, mengembangkan, dan memperdalam wawasan mengenai aspek 
hukum perlindungan Konsumen terhadap pelanggan Internet, sehingga dapat 
membuka sifat yang lebih kritis terhadap sistem hukum nasional yang sudah 
ada. 
2. Manfaat Praktis  
a. Hasil penelitian ini, secara praktis dapat dijadikan pedoman untuk 
memahami mekanisme dan prosedur berlangganan jasa layanan internet 
b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, secara khusus 
kalangan konsumen Indonesia khususnya pengguna jasa internet, hak-hak 
konsumen, agar konsumen menyadari hak-haknya sekaligus mengetahui 
perlindungan terhadap dirinya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa contoh referensi dari 
penelitian sebelumnya dengan menggunkaan aspek yang serupa sebagai dasar atau 
acuan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Siagian, Yoshio Mikhail dari Universitas 
Katolik Parayangan pada tahun 2018, dengan judul penelitian “Analisis 
Yuridis Perlindungan Data Konsumen Dalam Perjanjian Baku Biznet Gio 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
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Konsumen”. Pembahasan dari penelitian ini yaitu Perkembangan teknologi 
informasi telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam 
melakukan pekerjaan. Salah satu kemudahan tersebut adalah dengan adanya 
sistem komputasi awan. Sistem komputasi awan memungkinkan penggunanya 
untuk menyimpan data secara terpusat dan mengakses data yang disimpan 
dengan mudah dan dimanapun pengguna berada. PT. Biznet sebagai pelaku 
usaha menyediakan jasa layanan sistem komputasi awan di Indonesia untuk 
konsumen pribadi maupun perusahaan. Untuk dapat memanfaatkan layanan 
sistem komputasi awan PT. Biznet, konsumen harus menyetujui terlebih 
dahulu perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Biznet. Dalam prakteknya 
sekalipun pencantuman klausula baku telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
namun masih banyak terdapat perjanjian baku yang melanggar ketentuan 
tersebut. Penulis juga ingin membahas perlindungan data pribadi yang 
menjadi kewajiban PT. Biznet sebagai pelaku usaha dan penyelenggara sistem 
elektronik dimana bagi konsumen, data pribadi merupakan barang yang tak 
ternilai harganya. Jika data pribadi tersebut sampai hilang atau bocor, maka 
konsumen akan mengalami kerugian. Oleh karena itu melalui tulisan ini, 
penulis ingin menemukan bagaimana perlindungan data pribadi konsumen 
yang dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Mengingat juga bahwa perlindungan data pribadi 
telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi maka perlindungan 
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konsumennya juga perlu mengacu pada peraturan menteri tersebut. Persamaan 
dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan data sekunder mencakup 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Perbedaan dalam penelitian ini pada Objek penelitian. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dahlia, S.H,M.H Dosen Fakultas Hukum 
UNISRI pada tahun 2009, dengan judul penelitian “Perlindungan Konsumen 
Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet E-COMMERCE”. 
Pembahasan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui media 
internet (E-Commere) juga berperan untuk memberikan perlindungan terhadap 
hak-hak konsumen yang melakukan transaksi, sebagaimana hak tersebut 
tercantum dalam pasar 4 UUPK. Hak konsumen dalam transaksi (E-Commere) 
dapat berupa privacy, accuary, property, dan accessibility dalam penggunaan 
signature. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi 
dalam transaksi jual beli melalui internet (E-Commere) ada dua cara 
penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan yang dimungkinkan apabila 
para pihak dalam perjanjian belum memilih upaya penyelesaian sengketa 
diluar pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak 
berhasil dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat ditempuh 
melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Walaupun tidak 
menjadi media yang harus ditempuh oleh konsumen dan pelaku usaha untuk 
menyelesaikan perselisihan mereka. (BPSK) ini khususkan untuk 
menyelesaikan sengketa dalam waktu 21 harisejak gugatan diterima selain 
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melalui BPSK juga dapat diselesaikan dengan cara arbitrase, konsiliasi dan 
mediasi. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan Analisis data yang 
digunakan adalah normatif kualitatif artinya data yang diperoleh dari hasil 
wawancara berupa kata-kata (bukan angka), gambar, rekaman identik dengan 
norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga 
atau pejabat yang berwenang. Perbedaan dalam penelitian ini dalam metode 
pengumpulan data serta Objek Penelitian. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nikita Dita D, Suradi, dan Hendro Saptono 
Program studi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2017, 
dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen 
Mengenai Perubahan Kebijakan Pt Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Di 
Semarang Pada Layanan Indihome Triple Play”. Pembahasan dalam 
penelitian ini ialah : Di era teknologi dan digital seperti saat ini, kebutuhan 
akan layanan internet telah berkembang menjadi salah satu kebutuhan penting 
bagi sebagian besar masyarakat modern terutama di Indonesia. Pada Februari 
2016, PT Telkom menerapkan kebijakan baru pada IndiHome Triple Play, 
yakni kebijakan FUP (Fair Usage Policy) dan kebijakan –kebijakan lainnya 
yang tidak sesuai dengan promosi dan melanggar Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perubahan kebijakan yang dikeluarkan PT. Telkom Semarang merugikan 
konsumen dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. 
Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis 
empiris dengan meneliti data primer dan data sekunder dengan cara 
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wawancara kepada responden  yang dijelaskan secara deskriptif analisis dan 
dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia 
(TELKOM) Semarang telah merugikan konsumen karena seringkali 
melakukan promosi yang sebenarnya bertentangan atau melanggar ketentuan 
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal Pasal 8 ayat (1) huruf f 
dan Pasal 9 ayat (1) huruf k. Konsumen yang merasa dirugikan oleh 
perubahan kebijakan PT TELKOM dapat menggugat melalui jalur pengadilan 
maupun jalur diluar pengadilan atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata. 
Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan 
penelitian  yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Perbedaan dalam 
penelitian pada Objek penelitian. 
F. Metode Penelitian 
Metode dipahami sebagai jalan atau cara untuk memikirkan dan 
memeriksa sesuatu menurut rencana tertentu, menyangkut cara kerja untuk dapat 
memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.
2
 Penelitian 
merupakan suatu kegiatan imiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi 
yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten.
3
Berdasarkan 
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu 
sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena 
penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 
                                                          
2Jimmy P, dan Marwan. Kamus Hukum. Yogjakarta: Gama Press. 2009. hlm.434
 
3
 Soekanto, Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. 2014.hlm.42 
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metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi.
4
 
Beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan pendekatan penelitian, jenis 
data penelitian,  pengumpulan data, analisis data dan sebagainya  diuraikan 
sebagai berikut. 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (library research), yaitu penelitian menggunakan data sekunder 
dan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang menggunakan 
data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari 
individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, 
kejadian atau hasil pengujian. 
 Dalam penelitian hukum, secara umum dibedakan antara data yang 
diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang 
diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), 
sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data 
sekunder.
5
  Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. 
 Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari 
(a) norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang Undang Dasar 
1945, (b) peraturan dasar, mencakup batang tubuh Undang Undang Dasar 
1945 dan Ketetapan-ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat, (c) Peraturan 
                                                          
4
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: 
Raja Grafindo Persada. 2015. hlm. 20 
5
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 
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perundang-undangan, (d) bahan hukum yang tidak dikodidikasikan seperti 
hukum adat, (e) yurisprudensi, dan sebagainya. 
 Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 
hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.  
 Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah 
kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya
6
.   
2. Pendekatan Penelitian 
 Menurut Bambang Waluyo metode pendekatan apa yang sekiranya 
akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan 
metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research), atau menggunakan 
metode empiris (yuridis sosiologis), atau dapat juga menggunakan  gabungan 
antara kedua pendekatan tersebut.
7
 Dalam penelitian ini pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian 
hukum normatif atau kepustakaan mencakup (a) penelitian terhadap asas-asa 
hukum, (b) penelitian terhadap sistematik hukum, (c) penelitian terhadap taraf 
sinkronisasi vertikal dan horisontal, (d) perbandingan hukum, (e) sejarah 
hukum.
8
 Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan 
pemahaman yang jelas dan benar mengenai tinjauan yuridis pelayanan 
                                                          
6
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. hlm 13 
7
 Bambang Waluyo.  hlm.17 
8
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. hlm 13-14 
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terhadap konsumen langganan internet Biznet dihubungkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
3. Data yang Digunakan 
      Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 
yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data 
sekunder terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Sekunder,  yang meliputi: 
1)  Undang Undang Dasar  Tahun 1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen 
b. Bahan Hukum Primer, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan 
penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diteliti. 
4. Metode Pengumpulan Data 
    Dalam penelitian, secara umum dikenal metode pengumpulan data, 
artinya peneliti dapat melakukan penelitian apabila disertai dengan data. Data 
dipahami sebagai segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang 
dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian 
sesuatu.
9
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
                                                          
    
9
 Marwan dan Jimmy. Kamus Hukum. Yogjakarta. Gama Press. 2009. hlm.151 
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wawancara (interview),  studi dokumen atau bahan pustaka, dan pengamatan 
atau observasi. 
    Wawancara  merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya  
atau pewawancara dengan si penjawab atau responden yang menggunakan alat 
dinamakan interview guide (panduan wawancara).
10
 Studi dokumen 
merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis 
dengan mempergunakan conten analysis.
11
 Studi dokumen atau pustaka 
merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas itu sendiri, tujuannya adalah 
menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti 
mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan 
lebih siap dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap.
12
Data yang 
diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya 
merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu 
setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian secara logis 
dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan 
penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan, yaitu hal-hal yang 
bersifat khusus. 
5. Metode Analisis Data 
Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah 
teknik analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 
                                                          
   
10
 Nazir. Metode Penelitian. Bogor. Ghalia Indonesia. 2014. hlm.170 
   
11
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press. 2014. hlm.21 
   
12
 Bambang Sunggono. Metode penelitian hukum. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.  
2016.hlm.112 
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mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 
dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan 
oleh data.
13
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif 
kualitatif artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata 
(bukan angka), gambar, rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang 
dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. 
 
6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat 
bab sebagai berikut. 
Bab  I : Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai (a) latar 
belakang masalah,(b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) 
manfaat penelitian, (e) tinjauan pustaka, (f) metode penelitian dan (g) 
sistematika penulisan. 
Bab II : Tinjauan Konseptual, dalam bab ini berisi mengenai (a) perlindungan 
konsumen, (b) layanan jasa internet 
Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang (a) prosedur dan 
mekanisme berlangganan Internet melalui Biznet di wilayah perkotaan 
Pemalang, (b) perlindungan hokum terhadap konsumen Internet 
melalui Biznet dihubungkan denganUndang-undang Nomor 8 tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan (c) pembahasan  
Bab  IV   Penutup,  dalam bab ini  berisi (a) simpulan dan (b) saran. 
                                                          
  
13
 Soerjono Soekantot, hlm.280 
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BAB II  
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A.  TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN  
1. Pengertian Perjanjian  
 Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst 
(Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian. Pasal 
1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
atau lebih.”. Definisi perjanjian dari pasal ini adalah :  
a. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,  
b. tidak tampak asas konsensualisme,  
c. bersifat dualiasme.  
Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan 
tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan 
perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian, karena kelemahan 
tersebut maka para ahli hukum mengemukakan sendiri arti kata 
perjanjian. Menurut Van Dunne dalam Salim HS., yang diartikan 
dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau 
lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori 
tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata  - mata, tetapi juga harus 
dilihat perbuatan – perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. 
17 
 
 
 
Subekti memberikan perumusan perjanjian sebagai berikut : “Perjanjian 
adalah peristiwa hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Sedangkan menurut 
Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara 
dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 
akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk 
menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang 
mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut 
adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan 
kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada 
akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar. 
Berdasarkan pendapat – pendapat di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak 
atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan 
kewajiban. 
2. Syarat Sahnya Perjanjian 
Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, 
antara lain : 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kesesuaian, kecocokan, 
pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau 
pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Unsur 
kesepakatan :  
1) Offerte (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan. 
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2) Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima  
penawaran.  
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Kecakapan bertindak 
adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang – 
orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap 
dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum.  Dalam Pasal 1330 
KUH Perdata diterangkan orang - orang yang tidak berwenang untuk 
melakukan perbuatan hukum yaitu:  
1) anak di bawah umur atau belum dewasa. 
2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan,  
3) istri. Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan 
hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang – 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.  
c. Suatu hal tertentu  
Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 
1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian 
yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut :  
1) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat 
dihitung. 
2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang 
dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi 
objek perjanjian).  
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d. Suatu sebab yang halal  
Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian 
oorzaak (causa yang halal), dan hanya disebutkan causa yang 
terlarang di dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab dalah 
terlarang apabila bertentangan dengan undang – undang, 
kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 
mengartikan oorzaak sebagai suatu yang menjadi tujuan para 
pihak. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai 
para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi 
maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian 
itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa 
dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang 
terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya 
sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat 
tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak 
semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu 
pembatalan). 
 
3. Barang yang dapat Diperdagangkan  
Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya barang – 
barang yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. 
Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus 
ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang 
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tersebut sudah ada atau belum ditangan debitur pada saat perjanjian 
dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian 
dapat dihitung dan ditetapkan.  
 
4. Isi Perjanjian  
Isi perjanjian adalah :  
a. Hal – hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian.  
b. Segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh 
kepatutan, kebiasaan atau undang – undang (Pasal 1339 KUH 
Perdata).  
Hal – hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan 
dianggap secara diam– diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun 
dengan tidak tegas dinyatakan (Pasal 1347 KUH Perdata). Perjanjian 
yang secara tegas dinyatakan dapat berupa tanda, lisan, dan tulisan 
(dengan akta dibawah tangan dan dengan akta autentik). Unsur-unsur 
dalam perjanjian dibagi dua, yaitu unsur pokok (essensialia) dan unsur 
yang bukan pokok (naturalia dan aksidentalia).  
1) Unsur Essensialia 
Merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada, 
tanpa bagian ini, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai 
perjanjian. Yang dimaksud essensialia adalah sesuatu yang harus ada 
yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh 
diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini 
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memang ditentukan oleh undang-undang karena bila tidak maka 
suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Contoh, 
perjanjian jual beli yang merupakan unsure essensialia adalah 
barang dan harga. 
  
2) Unsur Naturalia  
Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan 
sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Naturalia adalah 
ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan 
dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang 
dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak 
mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat, misalnya 
penjual menjamin terhadap cacat tersembunyi. 
  
3) Unsur Accidentalia  
Merupakan bagian yang oleh para pihak ditambahkan 
dalam perjanjian karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. 
Accidentalia adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi 
dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan 
maksud khusus sebagai suatu kepastian. Contoh, dalam perjanjian 
sewa menyewa secara khusus diperjanjikan bahwa apabila 
dikemudian hari perjanjian tersebut berakhir, maka si penyewa 
diwajibkan untuk menyerahkan semua kwitansi pembayaran yang 
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pernah dilakukan oleh penyewa kepada yang menyewakan, seperti 
kwitansi listrik, air, PBB, dan lain sebagainya.  
 
B. PENGERTIAN INFORMASI ELEKTRONIK 
1. Pengertian informasi elektronik 
Berdasarkan ketentuan umum dalam Undang – Undang No. 19 
tahun 2016, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah 
satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Elektronik Data Interchange 
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang 
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 
mampu memahaminya.
1
  
Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur 
secara substansial dalam Undang – Undang ITE selain transaksi 
elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, 
sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh 
penggunaan email untuk memudahkan setiap orang untuk 
berkomunikasi. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat 
dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa 
seperti warung-warung internet (warnet). Pemanfaatan informasi 
elektronik juga dimanfaatkan oleh kalangan pemerintah, seperti lembaga 
– lembaga pemerintah baik sipil maupun TNI/ Polri, Komisi Pemilihan 
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Umum, untuk secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk 
kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintah. Pada 
perkembangannya digunakan untuk mencegah terjadinya praktik – 
praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Beberapa instansi pemerintahan 
sudah menyelenggarakan suatu system nobody – contact, seperti instansi 
Kementerian Hukum dan HAM dalam pengangkatan pejabat notaris dan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pejabat calon pendaftar hanya 
mengirimkan berkas permohonan melalui loket – loket dan pengumuman 
keberatan diterima atau tidaknya diumumkan melalui mass media cetak 
atau melalui e-mail sehingga informasi itu tidak dapat diakses.  
Perbuatan yang dilarang oleh undang – undang berkaitan dengan 
informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar 
kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik 
atau pemerasan dan atau pengancaman.  
 
2. Pengertian Teknologi Informasi  
Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik, pengertian teknologi informasi adalah suatu 
teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, 
mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi. Istilah 
“teknologi informasi” mulai dipergunakan secara luas tahun 80-an.  
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Teknologi ini merupakan perkembangan dari teknologi komputer 
yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Defenisi kata 
“informasi” sendiri secara internasional disepakati sebagai “hasil dari 
pengolahan data” yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih 
dibandingkan dengan data mentah. Komputer merupakan teknologi 
informasi pertama yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi 
informasi. 
3. Pengertian Transaksi Elektronik  
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan 
Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik 
lainnya.
14
 Perbuatan hukum penyelenggara transaksi elektronik dapat 
dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang 
melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan 
interaksi dan/ atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen 
elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi 
elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah. 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum maya (cyber law) yang 
pertama dimiliki Indonesia, dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan 
luas dalam mengatur cyberspace, meskipun di beberapa sisi masih terdapat 
                                                          
14
Klausula Baku ,http://soemali.dosen.narotama.ac.id/files/2011/08/Klausula-Baku.ppt, diakses 
pada tanggal 29 Oktober 2019  
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pengaturan-pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat. 
Kalau dianalisis materi muatannya tampak bahwa UU ITE menganut 2 
(dua) model pengaturan yaitu: (1) Pengaturan yang berpihak pada 
pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat 
bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja. (2). Pengaturan yang 
bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal 
yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi. 
Sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek-aspek hukum 
perdata materiil, hukum acara perdata dan pidana,(walaupun dapat berupa 
kaedah petunjuk hukum tertentu) hukum pembuktian dan hukum pidana. 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat 
UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai cyber law atau 
Hukum Siber Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik(UU ITE) sebagai cyber law Indonesia dibentuk karena adanya 
suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara 
Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing 
pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup 
dunia internasional. Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan 
terbentuknya Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(ITE) dapat ditemukan dalam bagian konsideransnya, khususnya pada 
bagian “Menimbang” yang menyatakan sebagai berikut:  
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a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan 
yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang 
terjadi di masyarakat 
b. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai 
bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan 
dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan 
Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan 
Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan 
menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan 
kehidupan bangsa; 
c. Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang 
demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan 
manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah 
mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; 
d. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus 
dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh 
persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang- 
undangan demi kepentingan nasional;  
e. Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam 
perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
f. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi 
Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga 
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pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk 
mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai 
agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. 
Dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 (UU ITE) dijelaskan, bahwa pemanfaatan teknologi informasi, 
media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat 
maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia 
menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, 
ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. 
Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena 
selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, 
kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi teknologi yang 
sangat rawan dalam mengakomodasi perbuatan kriminal dan 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang 
menguasai teknologi informasi.
15
  
 
 
 
  
                                                          
15
 Raida L. Tobing, 2012, Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, h. 19. 
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C. BADAN USAHA BIZNET 
1. Pengertian Badan Usaha 
    Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan 
ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha 
sering kali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya 
tetap memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah 
lembaga sementara perusahaan adalah tempat di mana Badan Usaha itu 
mengelola faktor-faktor produksi. 
 
 
2. Jenis Bentuk Usaha 
   Dalam hukum perusahaan badan usaha dibedakan menjadi 2 
yaitu Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum (BUTBH) dan Badan 
Usaha yang Berbadan Hukum (BUBH). Badan Usaha di Indonesia 
sendiri masih bersumber dalam beberapa dasar hukum. Dalam 
peraturan perundang-undangan hanya Perseroan Terbatas yang 
memiliki Undang-Undang sendiri. Sedangkan untuk Badan Usaha 
lainnya masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 
Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing dari Badan Usaha tersebut. 
a. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum (BUTBH) 
 
1) Perusahaan Perseorangan (UP, UD, Home Industry) 
Badan Usaha perusahaan perseorangan adalah badan usaha 
yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang dimana, 
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keuntungan atas usaha tersebut juga sepenuhnya menjadi 
keuntungan satu orang tersebut. Hal ini tentu memiliki 
konsekuensi tersendiri yang dibebankan seluruhnya kepada 
orang tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, belum 
ditemukan satupun aturan hukum yang mengatur secara khusus 
tentang badan usaha perseorangan. Perusahaan perseorangan 
biasanya memiliki nama Perusahaan Dagang (PD), Usaha 
Dagang (UD), Usaha Perseorangan (UP), dan lain sebagainya. 
Perusahaan perseorangan menurut UU Nomor 3 Tahun 
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Daftar Perusahaan) 
termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor 
Pendaftaran Perusahaan, kecuali : 
a) Jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola 
pribadi pemiliknya, dengan hanya mempekerjakan anggota 
keluarga. 
b) Benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan 
nafkah sehari-hari pemiliknya. 
c) Bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. 
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2) Maatschap atau Persekutuan 
  Dasar Hukum Maatschap ada pada Pasal 1618 sampai 
Pasal 1652 Bab VIII Bagian Satu Buku III KUHPerdata). 
Maatschap atau Persekutuan merupakan suatu perjanjian dengan 
mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan 
sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi 
keuntungan yang terjadi karenanya (Pasal 1618 KUHPerdata). 
Maatschap atau persekutuan ini memiliki karakter yang 
bersifat 2 muka. Maksud dari maatschap bersifat dua muka ialah 
Maatschap bisa untuk kegiatan yang bersifat komersial dan bisa 
untuk kegiatan yang bersifat non-komersial (termasuk dalam hal 
ini untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan profesi). 
Akan tetapi, dalam praktek kebanyakan dipakai ialah maatschap 
untuk kegiatan non komersial kegiatan profesi, seperti 
persekutuan diantara para lawyer (“associated”, “partner”, 
“compagnon”), persekutuan para akuntan (KAP) 
Dalam KUHPerdata tidak diatur bagaimana cara penderian 
maatschap, karena hubungan pada maatschap terjadi hanya 
bersifat intern diantara para sekutu.  Dengan demikian tidak 
relevan untuk didaftarkan dan diumumkan. Meskipun tidak 
relevan untuk didaftarkan dan diumumkan, tetapi dalam praktek, 
maatschap didirikan sampai dengan penandatanganan akta 
pendiriannya dihadapan Notaris, demikian mengingat bahwa 
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maatschap adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau 
lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam 
persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang 
terjadi karenanya (Pasal 1618 KUHPerdata). 
 
3) Firma (Fa); 
  Dasar Hukum Firma (Fa) diatur dalam Pasal 15 sampai 35 
Bab III Bagian I Buku I KUHD, segala yang menjadi dasar 
hukum Maatschap, dan Perjanjain-perjanjian antara para pihak. 
Firma (Fa) merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk 
melakukan suatu usaha dibawah suatu nama bersama (Pasal 16 
KUHD). Tata cara pendirian Firma diatur dalam pasal 22, 23, 
28, dan 29 KUHD. 
Pasal 22 KUHD menyebutkan bahwa Firma harus didirikan 
dengan akta otentik. 
Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa Firma harus didirikan 
dengan akta persekutuan yang memuat Anggaran Dasar 
persekutuan harus didaftarkan pada Kepaniteraan PN yang 
berwenang.
16
 
Pasal 28 KUHD menyebutkan bahwa akta pendirian yang 
membuat Anggatan Dasar harus diumumkan dalam BNRI. 
                                                          
16
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha/ diunduh pada tanggal 11/07/2020/11:21 
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Akan tetapi pada prakteknya pendirian Firma hanya sampai 
pada pendaftaran di PN saja, tidak ada yang sampai 
pengumuman dalam BNRI. 
Dalam Firma, semua sekutu saling bertanggung-jawab 
secara tanggung renteng sampai kepada harta kekayaan 
pribadinya untuk seluruh perikatan-perikatan persekutuan (Psl. 
18 KUHD). 
 
4) CV (Commanditaire Vennootschap) 
Dasar hukum CV sama dengan dasar hukum Firma yakni 
segala yang diatur dalam Maatschap, Pasal 15 sampai 32 Bab III 
Bagian I Buku I KUHD, serta perjanjian antar pihak. CV 
memiliki pengertian bahwa Perseroan yang terbentuk dengan 
cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan 
komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa 
orang persero yang bertanggungjawab secara tanggung renteng 
untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai 
pemberi pinjaman uang.
17
 
Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma 
terhadap persero-persero firma didalamnya dan perseroan 
komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. (Pasal 19 KUHD). 
                                                          
17 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha/ diunduh pada tanggal 11/07/2020/11:21 
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Mengingat CV diatur 1 titel dengan Firma (Fa dan CV 
diatur dalam 1 titel ke III, Bagian I, Buku I KUHD) dan 
mengingat CV merupakan bentuk khusus dari Firma, maka 
ketentuan pendirian Firma tersebut diatas juga berlaku untuk 
CV. 
Sebagaimana salah satu karakteristik CV adalah 
pembatasan tanggungjawab daripada sekutu diam, maka agar 
pembatasan tanggung jawab sekutu diam itu berlaku, mutlak 
untuk CV haruslah minimal dibuat secara otentik dan 
didaftarkan ke PN. 
Diatas disebutkan bahwa CV merupakan bentuk khusus 
dari Firma, maka dimana letak kekhususan CV disbanding 
Firma? Dalam Firma, semua sekutu saling bertanggung-jawab 
secara tanggung renteng sampai kepada harta kekayaan 
pribadinya untuk seluruh perikatan-perikatan persekutuan. 
(Pasal 18 KUHD). Sedangkan dalam CV ada 2 macam sekutu, 
yaitu sekutu komplementer/sekutu kerja/sekutu aktif dan sekutu 
komanditer/sekutu diam/sekutu pasif. Sekutu aktif merupakan 
sekutu yang bertanggungjawab penuh sampai pada harta 
kekayaan pribadi, sedangkan sekutu pasif merupakan sekutu 
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yang hanya bertanggungjawab tidak lebih dari bagiannya dalam 
persekutuan.
18
 
 
b. Badan Usaha Berbadan Hukum (BUBH) 
1) Perseroan Terbatas (PT) 
Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas yang selanjutnya disebut dengan UUPT. Pasal 1 angka 1 
dalam UUPT memberikan pengertian terhadap Perseroan 
Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, ialah badan hukum 
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 
Pertanggungjawaban pada Perseroan Terbatas dalam Pasal 3 ayat 
(1) menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan tidak 
bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas 
nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian 
Perseroan melebihi saham yang dimiliki. 
                                                          
18 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha/ diunduh pada tanggal 11/07/2020/11:21 
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Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Bab II Bagian I 
Tentang Pendirian. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan 
didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang 
dibuat dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi persyaratan tersebut 
tidak berlaku pada pendirian PT yang seluruh sahamnya dimiliki 
oleh negara atau PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring 
dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan 
lembaga lain sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal. 
Organ PT terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam hal PT 
menghadapi perkara di persidangan maka yang mewakilkan PT 
ialah Direksi sebagai organ yang bertanggungjawab atas jalannya 
PT.  Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 
29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan 
Terbatas (“PP 29/2016”) besaran modal dasar PT ditentukan 
berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. Modal 
dasar Perseroan Terbatas tersebut harus ditempatkan dan disetor 
penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti 
penyetoran yang sah. 
Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dijelaskan bahwa 
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pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang 
dimilikinya. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu 
diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT. Suatu PT harus 
memenuhi syarat-syarat : 
a) Merupakan persekutuan modal. 
b) Didirikan berdasar perjanjian. 
c) Melakukan kegiatan usaha. 
d) Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk 
pengesahan pemerintah. 
Biznet adalah perusahaan host provider di Indonesia. 
Sedangkan Biznetnetwork adalah perusahaan jaringan backbone 
dan data center. 
Layanan Jaringan Biznet Biznet Networks Telekomunikasi 
Dan Multimedia ( Biznet ) mulai merangkul pelanggan sejak awal 
berdiri yaitu pada tahun 2000, sampai saat ini pelanggan biznet 
sudah mencapai puluhan ribu dan yang biznet tawarkan 
berkualitas tinggi, seperti yang diketahui sebagian masyarakat 
Indonesia jaringan yang paling muktahir saat ini adalah jaringan 
Fiber Optik melalui jaringan yang dimiliki biznet memberikan 
jaringan layanan yang lebih cepat dan berkualitas. Untuk 
37 
 
 
 
memperluas cakupan area biznet selalu menjalin kerja sama yang 
sangat-sangat tinggi, salah satu nya dengan building management 
yang mana jaringan biznet telah tersedia di ratusan gedung dan 4 
kota besar di Indonesia,yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan 
Bali. Selain itu biznet memiliki team customer care yaitu team 
yang profesional melalui telefon, , dan live chat dan mereka siap 
membantu pelanggan biznet 7 x 24 jam Biznet telah menggelar 
ribuan kilometer kabel fiber optic di beberapa kota besar di 
Indonesia sejak tahun 2005, fiber optic merupakan jaringan 
handal dan tercepat dengan kemampuan terbaik di pasar hingga 
saat ini, dengan teknologi fiber optic Biznet mampu memberikan 
layanan tercepat untuk mendukung aplikasi yang membutuhkan 
bandwith besar saat ini dan dimasa yang akan datang. Biznet 
mengembangkan jaringan Biznet metro FTTH atau lebih dikenal 
dengan istilah Fiber to the home untuk menjangkau pelanggan 
perseorangan, jaringan ini menggunakan menggunakan teknologi 
muktahir berbasis Gigabit ethernet passive optical network atau 
yang di kenal dengan istilah GE-PON dan dapat memberikan 
layanan triple play yang terdiri dari data, voice, video didalam 
satu jaringan infrastruktur. 
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2) Yayasan 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan (UU Yayasan) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (“UU 
28/2004”) menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum 
yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan 
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan 
kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, 
Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang 
pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan 
usaha dan/atau ikut dalam suatu badan usaha. 
 
3) Koperasi 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan 
pengesahan perubahan anggaran dasar dan mengenai hal tertentu 
merupakan wewenang dan tanggungjawab menteri. Pun 
pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta 
menempuh langkah yang mendorong koperasi sehingga dapat 
tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mendorong langkah 
tersebut, pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, 
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otonomi, dan indepensi koperasi tanpa melakukan campur tangan 
terhadap urusan internal
19
 
Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada 
paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak 
ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi. 
 
D.  HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 
1. Pengertian konsumen 
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah 
“konsumen” sebagai definisi yuridis normal ditemukan pada UU 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), 
UUPK menyatkan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang 
dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup 
lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebelum muncul UUPK-yang 
diberlakukan Pemerintah mulai 20 April 2000-praktis hanya sedikit 
pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum 
positif di Indonesia. Dalam garis-garis besar haluan negara (Ketetpan 
MPR No.II/MPR/1993) disebutkan kata konsumen dalam rangka 
membicarakan tentang sarana bidang perdagngan. Sama sekali tidak 
ada penjelasan lebih lanjut tentang pengetahuan istilah ini dalam 
ketetapan tersebut. 
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 http://www.google.co.id./amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2012-
perkoperasian%famp 
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2. Hak – Hak Konsumen. 
Dalam hukum positif di Indonesia, masalah persaingan 
curang (dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada Kitab Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh sebab itu terdapat aspek yang 
menjadi hak dasar konsumen, yaitu : 
 
a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) 
Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang/jasa 
yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak 
boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak 
dirugikan baik secara jasmani maupun rohani. 
b. Hak untuk mendapatkan informasi ( the right to be informed) 
Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus 
disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar 
konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas 
produk atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan 
berbagai cara, sepertoi secara lisam kepada konsumen, melalui 
iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan 
produk (barang). 
c. Hak untuk memilih (the right to choose) 
Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan 
informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi 
yang diberikan pihak yang yang berkepentingan atau 
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berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk 
itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih 
lanjut.
20
 
d. Hak untuk didengar (the right to he heard) 
Dalam menggunakan suatu produk atau jasa, konsumen 
berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan 
dari pihak luar yang sehingga ia tidak lagi bebas untuk membellli 
atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas 
menentukan produk atau jasa mana yang akan digunakan atau 
dibeli. 
 
3. Penyelesaian Sengketa Konsumen 
a. Penyelesaian di Peradilan Umum 
Pasal 45 Ayat (1) UUPK menyatakan “Setiap konsumen 
yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lemabaga 
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan 
peradilan umum.” Ketentuan ayat berikutnya mengatakan , 
“Peneylesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 
pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela 
para pihak yang bersengketa.” 
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 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo, 2004. 
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Dalam kasus perdata dipengadilan negeri, pihak konsumen 
yang diberi hak mengajukan gugatan menurut Pasal 46 UUPK 
adalah : 
1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 
bersangkutan. 
2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang 
sama. 
3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan 
yang dalam anggran dasarnya menyebutkan dengan tegas 
bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk 
kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 
4) Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan /atau jasa 
yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian 
materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. 
 
b. Penyelesaian di Peradilan Tata Usaha Negara 
Keberadaan peradilan tata usaha sering dianggap sebagai 
unsur utama berdirinya suatu negara hukum (rechtsstaat). 
Eksistensi peradilan tata usaha negara sendiri relatif masih baru di 
Indonesia. Secara substantif pengaturannya dicantumkan dalam 
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
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Usaha Negara, namun penerapannya ditunda sekitar lima tahun 
kemudian. 
Lingkungan peradilan tata usaha negara merupakan salah 
satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang 
terlihat sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud dengan 
sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam 
bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata 
berhadapan dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik 
pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan 
tata negara. Termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara 
adalah sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Keputusan tata usaha negara itu harus 
berupa penetapam tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha 
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat 
konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum 
bagi seseorang atau badan hukum perdata. 
 
c. Penyelesaian di Luar Pengadilan 
Untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, UUPK 
memberi jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan. Pasal 45 Ayat (4) UUPK 
menyebutkan, “jika telah dippilih upaya penyelesaian sengketa 
konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya 
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dapat ditempuh njika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh 
salah satu pihak atau pleh para pihak yang bersengketa.” Hal ini 
berarti, penyelesaian di pengadilan pun tetap dibuka setelah para 
pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan. 
Ada lima cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan 
yaitu :  
a. Konsultan 
Merupakan suatu tindakan yang bersifat personal 
antara suatu pihak tertentu klien & dengan pihak lain yang 
merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan 
memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan 
keperluan dan kebutuhan kliennya. 
b.  Negosiasi 
Merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa para 
pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan 
mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja samayang 
lebih harmonis dan kreatif. 
c.  Mediasi 
Merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 
dengan dibantu oleh mediator 
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d. Konsiliasi 
Merupakan penengah akan bertindak menjadi 
konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan 
mengusahakan solusi yang dapat diterima 
e. Penilaian Ahli  
Merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang 
bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum 
Sejarah Umum Biznet 
Perusahaan Biznet Networks merupakan perusahaan yang fokus di bidang 
telekomunikasi dan multimedia, yang memiliki komitmen untuk membangun 
infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia 
dengan negara berkembang lainnya. Biznet memiliki dan mengoperasikan 
jaringan Fiber Optic tercanggih dan data center terbesar di Indonesia. PT. Supra 
Primatama Nusantara (Biznet Networks) adalah operator telekomunikasi fixed-line 
dan operator multimedia di Indonesia yang memberikan layanan jaringan 
(network), layanan internet, pusat data, layanan hosting, cloud computing dan 
layanan tv berbayar. Biznet Networks didirikan pada tahun 2000 sebagai ISP 
(Internet Service Provider) dan berfokus kepada corporate / business market. 
Biznet memiliki dan mengoperasikan jaringan serat optik mutakhir dengan pusat 
data terbesar di Indonesia, dan juga telah menyediakan layanan premium dengan 
performa jaringan yang cepat dan handal. PT. Supra Primatama Nusantara (Biznet 
Networks) berdiri pada tahun 2000 sebagai ISP (Internet Service Provider) dan 
fokus kepada corporate / business market dan berkantor pusat di MidPlaza 2 8th 
Floor Jl. Jend Sudirman Kav 10-11, Jakarta. Biznet memiliki Jaringan InterCity 
dioperasikan yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. PT. Supra 
Primatama Nusantara (Biznet Networks) sudah menggunakan beberapa teknologi 
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seperti Metro Ethernet dan Metro FTTH (Fiber To The Home). Biznet sendiri 
telah menggelar ribuan kilometer kabel Fiber Optik di beberapa kota besar di 
Indonesia sejak tahun 2005. Pada tahun 2005, Biznet Networks mulai membuat 
pembangunan fiber optik untuk pertama kalinya tempatnya di Sudirman dengan 
sebutan Ring Sudirman yaitu sejauh 10 km. Untuk tahun 2006, pembangunan 
jaringan fiber optik sudah untuk wilayah CBD area yaitu Thamrin, Gatot Subroto, 
dan Simatupang. Untuk tahun 2008, Biznet Networks mulai memasuki pasar retail 
dengan brand max3 sebagai produk lifestyle untuk residensial, apartemen dan 
mall.  
Pada tahun 2009, Biznet Networks telah menggelar ribuan Km kabel fiber 
optik, dengan 4 Kantor Cabang di Karawang, Bandung, Surabaya, dan Bali. 
Biznet menggunakan teknologi jaringan beberapa seperti Metro Ethernet, GE-
PON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network), HFC (Hybrid Fiber Coaxial), 
NG-SDH (Next Generation -Synchronous Digital Hierarchy) dan MPLS (Multi 
Layer Switching Protokol). Biznet juga mengoperasikan International POPs yang 
terletak di Manila - Filipina, Hong Kong, London - Inggris, Palo Alto - Amerika 
Serikat, Seoul – Korea Selatan, Singapura, Sydney - Australia, Tokyo - Jepang 
dan terhubung ke Internet ExcHange utama dalam dunia.   
Biznet sendiri hadir di Kabupaten Pemalang sejak tahun 2015, di cabang 
Pemalang Biznet memiliki 23 karyawan yang terbagi atas beberapa divisi seperti 
Branch supervisor, Marketing executive, Account executive, Direct sales, 
Property, Project engineer, Technical support, dan Store speciali. Lokasi kantor 
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berada di Jl. Jend. Sudirman Tim. No.26, Mlaki, Wanarejan Utara, Kec. Taman, 
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361. 
Visi Dan Misi 
a. Visi Biznet adalah Indonesia dimana setiap individu dan bisnis dapat 
terhubung dengan lancar untuk menggapai potensi mereka secara individu 
dan kolektif.  
b. Misi Biznet adalah Menjadi perusahaan solusi jaringan dan multimedia 
melalui komitmen kami untuk inovasi kelas dunia, infrastruktur dan jasa.  
Struktur Organisiasi 
Adapun struktur organisasi PT. Supra Primatama Nusantara (Biznet 
Networks) Pemalang adalah sebagai berikut: 
 
 
Branch 
supervisor  
Marketing 
executive 
Account 
executiv 
Direct 
Sales Property 
Project 
engineer 
Tehnical 
support 
Store 
specialist 
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Layanan Biznet 
Biznet Home menawarkan produk utama untuk koneksi internet, dan tambahan 
paket layanan IPTV. Disini hal menarik, layanan utama adalah internet 
dan bukan paket yang lucu lucu yang diberikan oleh provider internet lain. Hanya 
menyediakan 3 paket internet saja. Untuk paket internet hanya 
diberikan dari paket ekonomi, kecepatan (2x) dan gamer untuk latency rendah / 
lebih cepat Paket Diskon selalu diberikan, khususnya bagi pelanggan lama atau 
pelangga baru. Membuat harga paket 1 tahun jauh lebih murah disbanding tariff 
paket yang ditawarkan. 
Dari catatan kami, setiap tahun tarif internet Biznet mengikuti 
perkembangan kebutuhan penguna, sehingga perbandingan kecepatan dan harga 
paket internet semakin terjangkau.  Menawarkan paket internet 1 banding 1, 
tetapi layanan Biznet mengenakan biaya sewa perangkat yang cukup lumayan. 
Kecuali pelanggan membeli unit perangkat. Daftar paket Biznet IPTV antara ylain 
: 
Biznet IPTV Basic 48 kanal Rp.175.000 
Biznet IPTV Basic 71 kanal Rp.350.000 
Biznet Combo Jawa Bali Batam paket Feb 2020 
Biznet Combo 1B 75Mbps Rp.450.000 TV 
Biznet Combo 1B 75Mbps Rp.600.000 TV+ 
Biznet Combo 2B  150Mbps Rp.625.000 TV 
Biznet Combo 2B 150Mbps Rp.775.000 TV+ 
 
Biznet IPTV Feb2020 
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Siaran TV 4K, 16 kanal dan 34 kanal, Video on demand. 
Biznet IPTV Basic Rp.175.000 
Biznet IPTV Plus Rp.350.000 
 
Biznet Combo Jawa Bali paket 2019  
Biznet Combo 1 30Mbps Rp.400.000 
Biznet Internet2 60Mbps  Rp.800.000 
Biznet Internet 2+    60Mbps Rp.900.000  Speed turun dari 
80Mbps, mendapatkan kanal TV kabel tambahan.(Juni‟2018) 
Biznet Internet3 100Mbps Rp.1.150.000  
Gratis Biznet WIFI, Biznet Video 
Combo bundel dengan paket HD TV 
 
 
B. Pembahasan 
Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer, Pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (interview),  studi 
dokumen atau bahan pustaka, dan pengamatan atau observasi. wawancara  
merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 
penjawab atau responden yang menggunakan alat dinamakan interview guide 
(panduan wawancara). Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi 
dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif 
kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian 
secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan 
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penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan, yaitu hal-hal yang bersifat 
khusus. 
1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Internet Biznet  
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” 
sebagai definisi yuridis normal ditemukan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (UUPK), UUPK menyatkan, konsumen adalah setiap 
orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan 
tidak untuk diperdagangkan. 
Dalam hukum positif di Indonesia, masalah persaingan curang (dalam 
bisnis) ini diatur secara khusus pada Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
Oleh sebab itu terdapat aspek yang menjadi hak dasar konsumen, yaitu : 
1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) Konsumen berhak 
mendapatkan keamanan dan barang/jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk 
barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga 
konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani. 
2. Hak untuk mendapatkan informasi ( the right to be informed) Setiap produk 
yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. 
Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran 
yang keliru atas produk atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan 
berbagai cara, sepertoi secara lisam kepada konsumen, melalui iklan 
diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). 
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3. Hak untuk memilih (the right to choose) Hak yang erat kaitannya dengan hak 
untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan 
informasi yang diberikan pihak yang yang berkepentingan atau berkompeten 
sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak 
mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.
21
 
4. Hak untuk didengar (the right to he heard) Dalam menggunakan suatu produk 
atau jasa, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat 
tekanan dari pihak luar yang sehingga ia tidak lagi bebas untuk membellli atau 
tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk 
atau jasa mana yang akan digunakan atau dibeli. 
Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Biznet sebagai 
pelaku usaha yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif 
yaitu Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum 
terjadinya pelanggaran. Sedangkan Perlindungan hukum represif yaitu 
perlindungan akhir apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 
pelanggaran  (terjadinya gangguan jaringan internet), adalah dengan melakukan 
musyawarah, memberikan kompensasi/ganti rugi sesuai dengan kesepakatan para 
pihak, dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyelesaikan 
masalahnya melalui Pengadilan Negeri/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
apabila tidak puas dengan hasil musyawarah. Kompensasi yang diberikan Biznet 
biasanya bukan berupa uang, melainkan dalam bentuk benefit/jasa. 
                                                          
21
 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo, 2004. 
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Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara 
lain : 
a). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kesesuaian, kecocokan, pertemuan 
kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang 
disetujui antara pihak-pihak. Unsur kesepakatan :  
1). Offerte (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan. 
2). Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima  penawaran.  
b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Kecakapan bertindak adalah 
kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang – orang yang akan 
mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan 
perbuatan hukum.  Dalam Pasal 1330 KUH Perdata diterangkan orang - orang 
yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:  
1). anak di bawah umur atau belum dewasa. 
2). orang yang ditaruh di bawah pengampuan,  
3). istri. Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 
jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.28  
c). Suatu hal tertentu  
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Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai 
dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan 
dalam pasal tersebut :  
1). Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. 
2). Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).  
d). Suatu sebab yang halal  
Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian oorzaak 
(causa yang halal), dan hanya disebutkan causa yang terlarang di dalam Pasal 
1337 KUH Perdata. Suatu sebab dalah terlarang apabila bertentangan dengan 
undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 
mengartikan oorzaak sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak. Dua syarat 
pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu 
perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk 
membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang 
merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir 
disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari 
perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian 
batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga 
tidak perlu pembatalan). 
Isi perjanjian adalah :  
55 
 
 
 
a. Hal – hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian.  
b. Segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, 
kebiasaan atau undang – undang (Pasal 1339 KUH Perdata).  
Hal – hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap 
secara diam– diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas 
dinyatakan (Pasal 1347 KUH Perdata). Perjanjian yang secara tegas dinyatakan 
dapat berupa tanda, lisan, dan tulisan (dengan akta dibawah tangan dan dengan 
akta autentik). Unsur-unsur dalam perjanjian dibagi dua, yaitu unsur pokok 
(essensialia) dan unsur yang bukan pokok (naturalia dan aksidentalia). 
Syarat dan Ketentuan Layanan Biznet Home 
1. Syarat dan Ketentuan berikut berlaku untuk pengguna perseorangan 
(„Pelanggan‟) di perumahan atau apartemen yang menggunakan layanan 
Biznet Home Combo IPTV dan Biznet Home Internet (Layanan) 
2. Layanan Biznet Home diberikan kepada Pelanggan sebagai layanan “up 
to” dan “as is”, sehingga Biznet tidak memberikan jaminan kepada 
Pelanggan atas layanan Biznet Home. 
3. Pelanggan mengetahui bahwa Layanan Biznet Home tidak dapat 
mengeluarkan invoice fisik atau bukti bayar yang setara dengan faktur 
pajak 
4. Pelanggan mengetahui bahwa Layanan merupakan layanan prabayar dan 
untuk berlangganan Pelanggan harus melakukan pembayaran bulanan 
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untuk memperpanjang masaaktif bulanan sesuai paket Layanan yang 
dipilih 
5. Layanan Biznet Home Internet 1A, Biznet Home Internet 1AS, Biznet 
Home Internet 2A, Biznet Home Internet 2AS, Biznet Home Gamers 3A 
serta Biznet Home Gamers 3AS hanya tersedia di area yang tercakup 
Jaringan The New Biznet Fiber. Cakupan area tersebut dapat di cek pada 
website Biznet Home 
6. IP yang diberikan layanan Biznet Home Internet 1A, Biznet Home Intenet 
1AS, Biznet Home Internet 2A serta Biznet Home Intenet 2AS adalah IP 
Private DHCP, sementara IP yang diberikan untuk layanan Biznet Home 
Gamers3A dan Biznet Home Gamers3AS adalah IP Public Dynamic 
7. Layanan Biznet Home Gamers 3A dan Biznet Home 3AS hanya 
diperuntukan untuk konsumen pribadi/perumahan, tidak diperkenankan 
untuk badan usaha 
8. Pelanggan mengetahui bahwa 1 (satu) akun Layanan Biznet Home Combo 
IPTV terdiri dari 1 (satu) akses Broadband Internet dan 1 (satu) akses 
layanan TV Linear untuk area tertentu. Akses Broadband Internet 
disediakan oleh PT Supra Primatama Nusantara sedangkan akses layanan 
TV Linear disediakan oleh PT Biznet Multimedia. 
9. Pelanggan mengetahui bahwa saat ini Layanan Biznet Home Combo IPTV 
baru dapat digunakan di 25 (dua puluh lima) kota di Indonesia, yaitu DKI 
Jakarta, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Karawang, Kab. Cirebon, 
Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Serang, Kab. 
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Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang, Kota 
Denpasar, Kab. Badung, Kab. Tabanan, Kab. Gianyar, Kota Semarang, 
Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota 
Kediri, dan Kota Batam 
10. Pelanggan mengetahui bahwa untuk memilih jadwal instalasi hanya dapat 
dilakukan minimum H+1 dan maksimal H+30 dari tanggal registrasi 
dilakukan. Jika pelanggan tidak melakukan pembayaran sebelum tanggal 
yang dipilih, maka proses penjadwalan instalasi pelanggan tidak akan 
diproses. Pelanggan akan dihubungi oleh Biznet jika jadwal instalasi yang 
dipilih sudah tidak tersedia dan akan diganti dengan jadwal instalasi 
terbaru. 
11. Bagi pelanggan yang berada di daerah/lokasi yang tidak memerlukan 
perangkat Wi-Fi Fiber Modem untuk koneksi internetnya, maka pelanggan 
tidak diwajibkan untuk membayar biaya perangkat. Daftar 
gedung/apartemen yang terdaftar tersebut dapat dilihat pada saat 
melakukan registrasi 
12. Pelanggan yang sesuai dengan poin nomor 8 (delapan) harus memiliki 
kontrak berlangganan selama minimal 24 (dua puluh empat) bulan untuk 
perumahan dan 6 (enam) bulan untuk apartemen. Apabila pelanggan 
melakukan terminasi sebelum masa kontrak habis, pelanggan akan 
dikenakan biaya terminasi sebesar Rp 2.750.000 
13. Perubahan layanan dari Biznet Home Internet menjadi Biznet Home 
Combo IPTV akan dikenakan biaya perangkat Biznet IPTV STB sebesar 
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Rp 1.250.000,-. Perubahan layanan dari Biznet Home Combo IPTV 
menjadi Biznet Home Internet tidak dikenakan biaya perubahan layanan. 
14. Pelanggan yang sudah dinyatakan melakukan terminasi dan berkenan 
untuk berlangganan kembali akan dikenakan biaya rekoneksi sebesar Rp 
500.000,- dengan ketentuan jika kabel jaringan maupun perangkat Wi-Fi 
Fiber Modem masih tersedia dan layak digunakan di lokasi Pelanggan. 
Apabila kondisi kabel jaringan dan/atau perangkat Wi-Fi Fiber Modem 
yang terdapat di lokasi pelanggan sudah tidak layak digunakan, Pelanggan 
diharuskan untuk melakukan pembayaran ulang yang terdiri dari biaya 
instalasi dan/atau biaya perangkat 
15. Biznet Home memberikan garansi untuk perangkat Wi-Fi Fiber Modem 
dan perangkat Biznet IPTV STB dengan jangka waktu 90 (sembilan 
puluh) hari berlaku setelah status Layanan Pelanggan aktif. Garansi ini 
tidak berlaku jika kerusakan pada perangkat terjadi akibat kecelakaan 
dan/atau kelalaian yang disebabkan oleh Pelanggan. 
Layanan jaringan dan jasa telekomunikasi ini kian saat ini sangat banyak 
dan semakin meluas serta melibatkan banyak pihak di dalam penyediaan jaringan 
telekomunikasi sebelum jasa dan jaringan itu dipergunakan oleh pengguna, 
adanya kerusakan atau gangguan dalam jaringan yang disebabkan oleh beberapa 
hal, dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang menggunakannya. Hampir 
seluruh masyarakat Indonesia merupakan konsumen dari layanan internet.  
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Biznet merupakan layanan digital dengan teknologi fiber optik yang 
merupakan sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang besarnya tidak 
lebih dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal 
cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Setiap pelaku usaha mempunyai 
kewajiban yang harus dijalankan berkaitan dengan konsumen dari produk yang 
ditawarkan, prdouk yang diberikan berupa barang atau jasa. 
Adanya tindakan yang dilakukan oleh pelanggan Biznet karena pengaduan 
gangguan yang dialami mendapat solusi dari pihak Biznet. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa konsumen mendapatkan solusi dan penanganan dengan baik 
dari pihak Biznet karena adanya gangguan jaringan internet. Saat melakukan 
perjanjian berlangganan Biznet juga banyak Konsumen yang hanya langsung 
menandatangani kontrak, tanpa membaca terlebih dahulu isinya, sehingga mereka 
tidak mengetahui apa saja hal-hal penting bagi mereka selaku konsumen.  Bentuk 
perlindungan terhadap konsumen Biznet terlihat pada tindakan Biznet sebagai 
pelaku usaha dalam pemberian ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami 
kerugian sebagai bentuk tanggung jawab atas terjadinya gangguan jaringan 
internet. Hal ini telah diatur dalam Pasal 4 huruf (h) dan Pasal 7 huruf (f) dan (g) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizki selaku marketing dari 
perwakilan Biznet, saat wawancara peneliti menanyakan tentang seberapa besar 
kepuasan yang diperoleh konsumen bagi nilai perusahaan Biznet Area Pemalang. 
Kepuasan tersebut tergantung dari pelanggannya pihak Biznet, Biznet berusaha 
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memberikan pelayanan yang terbaik dan memenuhi kebutuhan para 
pelanggannya. Tidak ada toleransi dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan 
yang paripurna.22  
Dalam menanggapi sebuah kasus yang mungkin sering dirasakan oleh 
pelanggan seperti dalam penelitian ini Biznet mampu pertanggungjawabnya. Pada 
kasus seperti itu, sebaiknya pelanggan melakukan complain ke Biznet melalui 
1500988 atau dengan alamat email customer_care@biznetnetworks.com. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa pihak Biznet memiliki banyak alternative untuk 
menangani keluhan dari pelanggan ketika mengalami gangguan internet. 
Kemudahan ini diharapkan dapat menjaga kepuasan konsumen Biznet karena 
konsumen tidak perlu untuk menghubungi customer service melalui telepon. 
2. Tanggung Jawab Perusahaan Biznet Apabila Terjadi Gangguan Jaringan 
Pada Layanan BIZNET. 
Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, antara lain :  
a). Contractual liability  
yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha  
atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang 
dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikanya. Dalam hal terdapat 
hubungan perjanjian (privity of contract) antara pelaku usaha dengan konsumen 
                                                          
22
 Wawancara dengan bapak Rizki, selaku Marketing biznetl pada hari senin, 20 Juli 2020 Pukul 
09:00-10:00 WIB. 
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mengenai kesepakatan pada program investasi melalui internet, maka 
tanggungjawab pelaku usaha disini di dasarkan pada contratual liability 
(pertanggung jawaban kontraktual). 
b). Product liability 
yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha 
atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang 
dihasilkan. Peranggung jawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan 
melawan hukum  (tortius liability). Unsur-unsur dalam tortius liability antara lain 
adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan 
kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi 
product liability dalam hasil tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of 
contract) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha 
didasarkan pada product liability atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini 
terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang perlindungan konsumen yang 
menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencernaan dan kerugian konsumen akibat menikmati barang yang 
dihasilkan atau diperdagangkan. 
c). Professional liability 
Dalam hal terdapat perjanjian (privity contract) antara pelaku usaha dengan 
konsumen, dimana pretasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak 
terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada iktikad baik, 
tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban profesional 
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ini menggunakan tanggung jawab langsung (strict liability) dari pelaku usaha atas 
kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan jasa yang diberikan. 
Sebaiknya ketika hubungan perjanjian (privity of contract) tersebut merupakan 
prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku 
usaha didasarkan pada pertnggung jawaban profesional yang menggunakan 
tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak dari pelaku usaha sebagai 
pengelola program investasi apabila timbul kerugian yang dialami konsumen 
sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan. 
d). Criminal liability 
yaitu pertanggung jawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara 
pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah 
pembuktian terbaik seperti yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang 
perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau 
tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimna dimaksud dalam pasal 
19 Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan 
kerugian yang dilami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku 
usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, 
kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan 
kepentingan konsumen harus disertai pul analisis mengenai siapa yang semestinya 
dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggung jawaban itu 
dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan jasa yang 
diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut 
sebagai product liability . 
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Bentuk tanggung jawab dari perusahaan Biznet terhadap kerugian 
konsumen muncul karena tidak terjalankan kewajiban dari pelaku usaha yaitu 
memelihara jaringan akses agar berfungsi dengan baik, akibat dari tidak 
berfungsinya jaringan akses dengan baik pelanggan mengalami kerugian, terlebih 
lagi pelanggan yang mempunyai suatu usaha. Kesalahan yang menimbulkan 
kerugian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik konsumen sebagai 
pelanggan maupun oleh Biznet sebagai pelaku usaha. Namun, dalam pembahasan 
ini akan difokuskan pada kesalahan yang diakibatkan oleh Biznet. 
Pasal 45 Ayat (1) UUPK menyatakan “Setiap konsumen yang dirugikan 
dapat menggugat pelaku usaha melalui lemabaga yang bertugas menyelesaikan 
sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada 
dilingkungan peradilan umum.” Ketentuan ayat berikutnya mengatakan , 
“Peneylesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar 
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” 
Dalam kasus perdata dipengadilan negeri, pihak konsumen yang diberi hak 
mengajukan gugatan menurut Pasal 46 UUPK adalah : 
1). Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. 
2). Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. 
3). Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, 
yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggran dasarnya 
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk 
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kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
anggaran dasarnya. 
4). Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan /atau jasa yang 
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar 
dan/atau korban yang tidak sedikit. 
Untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, UUPK memberi jalan 
alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 45 
Ayat (4) UUPK menyebutkan, “jika telah dippilih upaya penyelesaian sengketa 
konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh 
jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau pleh para pihak 
yang bersengketa.” Hal ini berarti, penyelesaian di pengadilan pun tetap dibuka 
setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan. 
Ada lima cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu :  
a). Konsultan Merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak 
tertentu klien & dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana 
pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan 
dan kebutuhan kliennya. 
b). Negosiasi Merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa 
melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas 
dasar kerja samayang lebih harmonis dan kreatif. 
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c). Mediasi Merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator 
d). Konsiliasi Merupakan penengah akan bertindak menjadi konsiliator 
dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat 
diterim  
e). Penilaian Ahli Merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat 
teknis dan sesuai dengan bidang keahlianya. 
Upaya yang sering dilakukan oleh Biznet Area Pemalang penyelenggara 
jasa Telekomunikasi untuk menanggulangi dan meminimalisir atas kesalahan 
pada ganggung internet tersebut. Beliau menjawab bahwa, cara menaggulanginya 
adalah dengan menscan dan memberikan barkot, jika tidak terdapat barkot maka 
akan diputus secara langsung serta dilakukan pengecekkan data secara langsung 
oleh pihak Officer Development Program. Penanggulangan adanya gangguan 
system jaringan internet yang dapat terjadi kapan saja, Biznet melakukan 
monitoring terhadap titik-titik yang mengalami gangguan kemudian mengevaluasi 
kesalahannya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rizki selaku marketing dari 
perwakilan Biznet, Bilamana dalam menjalankan kewajiban yang tertera dalam 
Keseluruhan Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat terlaksana, terhambat atau 
terganggu oleh sebab, akibat atau kondisi yang berada diluar kendali (force 
majeure), Biznet Home akan memberitahukan keadaan tersebut secepatnya 
kepada Pelanggan dan dapat dibebaskan dari seluruh atau sebagian kewajiban 
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yang harus dilakukan, sepanjang hal tersebut diakibatkan oleh hambatan atau 
gangguan tersebut. Dalam masa tidak terlaksananya kewajiban tersebut, seluruh 
biaya dan tagihan yang berkaitan dengan layanan yang diberikan dapat 
ditangguhkan.
23
 
Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Biznet memiliki banyak 
alternative untuk menangani keluhan dan tanggung jawab dari ketika mengalami 
gangguan internet. Kemudahan ini diharapkan dapat menjaga kepuasan konsumen 
Biznet karena konsumen tidak perlu untuk menghubungi customer service melalui 
telepon. 
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 Wawancara dengan bapak Rizki, selaku Marketing biznetl pada hari senin, 20 Juli 2020 Pukul 
09:00-10:00 WIB. 
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BAB IV  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat pula 
ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Perlindungan hukum terhadap konsumen internet biznet apabila 
terjadi gangguan jaringan dihubungkan dengan Undang-Undang 
nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dari penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa Biznet mampu mempertanggung 
jawabkan gangguan yang terjadi, Hal ini dibuktikan dengan Biznet 
dapat menangani keluhan dari para pelanggan ketika mengalami 
gangguan jaringan pada layanan  biznet. 
2. Tanggung jawab perusahaan biznet apabila terjadi gangguan jaringan 
pada layanan biznet sudah cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan 
pihak Biznet memiliki banyak alternative untuk menangani keluhan 
yang terjadi pada pelanggan layanan biznet. 
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B. Saran 
Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap Perlindungan hukum 
kepada konsumen Biznet akibat terjadinya gangguan jaringan internet 
ditinjau dari Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen. Saran yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh biznet ialah 
agar memperbaiki sistem aplikasi untuk menghilangkan mallfunction yang 
terjadi pada proses berjalannya jaringan tersebut, agar pelanggan benar – 
benar mudah mengakses jaringan biznet dan tidak menimbulkan kerugian 
pada pelanggan. 
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